
 
 

55 
 

 BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah akibat 

pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan 

Pantai Sanur sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Pengelolaan sampah 

dalam rangka mengendalikan pencemaran dilakukan melalui sistem bank 

sampah. Masyarakat membuang sampah yang telah dipilah menjadi sampah 

organik dan sampah anorganik. Sampah setiap harinya diangkut oleh petugas 

kebersihan dan dibawa ke TPS dengan mengikuti prinsip 3R, dan  kemudian 

dijadikan pupuk kompos melalui lubang biopori yang nantinya pupuk kompos 

tersebut dikirim ke TPA. Belum maksimalnya pengelolaan sampah sebagai 

akibat kegiatan pariwisata ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut:: 

1. Untuk mengoptimalkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang 

terjadi pada kawasan Pantai Sanur, disarankan bagi pemerintah setempat 

untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan tindakan tegas bagi 

pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan pada peraturan yang 
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berlaku. Selain itu juga, disarankan untuk menciptakan program yang bisa 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan dengan tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan. 

2. Disarankan juga bagi pihak Desa Sanur Kaja untuk melaksanakan 

penyuluhan dan sosialisasi yang lebih efektif dan berkala, serta diadakan 

kerja bakti rutin bersama warga masyarakat untuk meningkatkan 

kesadarannya dalam menjaga kebersihan lingkung, sehingga semakin sering 

dan intensif dilakukan maka kesadaran masyarakat akan semakin bertambah 

mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui tidak 

membuang sampah sembarangan. 

3. Bagi wisatawan disarankan pula untuk selalu memperhatikan serta menjaga 

kelestarian lingkungan, khususnya kawasan pantai agar nantinya dapat pula 

berperan serta dalam proses pengendalian pencemaran lingkungan yang 

terjadi di kawasan pantai. Wisatawan disarankan untuk selalu membuang 

sampah pada tempatnya serta mematuhi peraturan yang berlaku berkaitan 

dengan kelestarian lingkungan. 
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